
1. Nama

2. Nomor Pokok Wajib pajak (Npwp)
3. Nomor lnduk Kependudukan (NlK)
4. Kategori

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I

KPP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN
JL, RAYA PASAR I/INGGU 1, JAKARTA SELATAN

TELEPoN 021-79191232,r949524-s FAKS[v LE 021-Tg4gET5 srrus www.pajak.go.id
LAyANAN TNFoRMAST DAN pENGADUAN KRING pAJAK (021) rsoozdo "-

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.iO

ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUH
TNDONEStA (APPSt)
02.527 .549.6-014.000

Nomor : S-5bS 1 KT/WPJ,04 lKp .OT OglZO2l

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayal (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19g3tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaftan dan perubihannyaierta peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER-04/PJ l2o2o tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NomorP.okok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengui<unan Pengusaha Kena pajak, dengan iniditerangkan bahwa :

Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 7 Juni 2007 danmemiliki kewajiban perpajakan antara lain:
a' melakukan oemlgyargn Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan petaporan SuratPemberitahuan (SPT) PPh sebagai waliU Pajak brung pribadi atau Wajib pajak Badansesuai dengan Undang-Undang pph;
b" melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal wajib pajak diwajibkan

melakukan pemotongan dan/atau pemungulan PPh sesuai dengan Undlng-Undang pph;c' melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak dan melakukanpemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan Ltas Barang N/ewah(PPnBlV), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena pajak
sesuai dengan Undang-Undang ppN dan ppnBlV;

d' melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal wajib pajak lnstansi pemerintah
dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang ppN
dan PPnBIV;

e' melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan lVembangun Sendiri dan pemanfaatan di dalamDaerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak eerwuluollasa Kena pajak dari luar DaerahPabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ppN Oan ppngN4; dan/atauf' melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor perkebunan, pBB SektorPerhutanan, PBB Sektor Pertambangan lVinyak Oan Gas Bumi, pBB Sektor pertambangan
untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan lVineral atau Batubara danPBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang_Undang pBB.

selain kewajiban perpajakan di atas, wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Jakarta Selatan, 15 Desember 2021
a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Susilawati

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah.Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url prJu"iin-coou yang'terceiar
disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah eR Code. .,'Ouru'ffi
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